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ABSTRACT
The rise of the disputed local elections assessed due to poor direct voting system that always 
end with anarchic conflict. Direct voting system is briefly diverted to be chosen by the House 
of Representatives (DPR) through Law 22 of 2014 concerning Election of Governors, 
Regents and Mayors but this law received widespread rejection by the people so that the 
President issued Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 which regulates the 
same things that later passed into Law No. 1 of 2015. Article 157 paragraph (1) of Law No. 
8 of 2015 on the Amendment of Act No. 1 of 2015 mandates the establishment of a special 
tribunal to deal with the settlement of disputes nationwide simultaneous election to be held 
in 2027. If the judiciary is not yet formed, the implementation of election dispute resolution 
made by the Constitutional Court (MK). Based on the description above background, as 
for the formulation of the problem to be studied is; What advantages and disadvantages of 
the establishment of a special judicial body which handles dispute resolution election? And 
what is the urgency of the election dispute resolution by the Constitutional Court? This type 
of research is a kind of normative legal research descriptive analysis using the approach of 
legislation, the legal concept analysis approach, historical approach, and the approach of 
case law derived from the source material of primary, secondary and tertiary using a card 
system as its legal material collection technique.
The conclusion of this study is the establishment of a special judicial body has advantages 
and disadvantages. The drawback is; unconstitutional existence of the judicial authorities 
for not guided by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 27 paragraph 
(1) of Act 48 of 2009 on Judicial Power, the magnitude of the amount of the budget that will 
be issued by the state to establish such institutions. The advantage is ease the burden on the 
MK, more focused and rapid election dispute resolution process.
Keywords: Urgency, Local Elections, and the Constitutional Court.
1 Mahassw Magster Ilmu Hukum Unverstas Udayana, 
Denpasar, Bal, Alamat: Jl. Dr. Gors Gang Teknk 




Fenomena perselshan atau sengketa 
plkada sesungguhnya memperlemah 
apresas publk terhadap plkada. Sebagan 
masyarakat sebenarnya semakn apats 
melhat fenomena plkada yang basanya 
berujung pada perselisihan atau konflik pasca 
pesta demokras tersebut. Sebaga contoh 
sepanjang tahun 2005-2007, plkada telah 
mencptakan perkara besar yang berujung 
pada kekerasan dan keksruhan sepert 
contoh pada plkada Depok, plkada Tuban 
dan sebaganya.2
2 Alham Humad, 2009, Sengketa Pilkada 
Mengeksaminasi Mahkamah Konstitusi, LP3YK, 
Yogyakarta, hlm.2-4.
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Penyelesaan terhadap adanya sengketa 
plkada awalnya merupakan kewenangan 
Mahkamah Agung (MA) berdasarkan 
UU 32/2004 tentang Pemerntahan 
Daerah,undang-undang nkemudan 
drevs hngga dsahkanlah menjad UU 
12/2008.Penyelesaan sengketa plkada 
kemudan dlaksanakan oleh Mahkamah 
Konsttus (MK), hal n tdak lepas dar 
adanya pengalhan kewenangan penanganan 
sengketa plkada yang berasal MA ke MK 
berdasarkan ketentuan Pasal 236 huruf c 
UU 12/2008. Dan pada akhr bulan Oktober 
2008, MK dan MA menandatangan nota 
kesepahaman terkat pengalhan kewenangan 
tersebut.
Maraknya sengketa-sengketa yang 
terjad setap kal plkada, dnla juga akbat 
dlakukan sstem pemungutan suara secara 
langsung oleh rakyat, untuk memnmalsr 
hal tersebut pemerntah mengambl nsatf 
untuk merubah sstem pemungutan suara 
yang ada. 
Melalu UU 22/2014 tentang 
Pemlhan Gubenur, Bupat dan Walkota, 
sstem pemungutan suara dlakukan oleh 
Dewan Perwaklan Rakyat (DPR). Namun 
oleh karena undang-undang n mendapat 
penolakan secara luas oleh rakyat maka 
presden mengeluarkan Perpu 1/2014, yang 
kemudan dsahkan menjad UU 1/2015 
yang mengatur kembal sstem pemungutan 
suara secara langsung oleh rakyat dengan 
syarat harus dlakukan perbakan-
perbakan terhadap persoalan mendasar 
yang mengakbatkan adanya permasalah-
permasalahan selama menggunakan sstem 
pemungutan suara secara langsung.
Pada tanggal 2 Oktober 2013, Akl 
Mochtar yang menjad Ketua MK pada masa 
tu tertangkap tangan karena kasus suap 
terkatpenyelesaan sengketa plkada yang 
dtangannya.
Hakm Pengadlan Tndak Pdana 
Korups (Tpkor) menyatakan bahwa 
Akl terbukt menerma suap sebagamana 
dakwaan pertama terkat penanganan 
sengketa Plkada Kota Palembang, Plkada 
Empat Lawang, Plkada Kabupaten Gunung 
Mas,Plkada Lebak d Banten,danPlkada 
Kalmantan Tengah.3
Persoalan Akl n sempat meruntuhkan 
kepercayaan masyarakat terhadap knerja MK 
dalam menangan sengketa plkada, namun 
d bawah kepemmpnan Hamdan Zoelva, 
MK kembal mendapatkan kepercayaan dar 
masyarakat. 
Masyarakat secara luas tdak menolak 
kewenangan MK untuk menyelesakan 
sengketa plkada namun oleh karena adanya 
permohonan dar para Pemohon ke MK 
maka dalam putusannya Nomor 97/PUU-
XI/2013, MK menghapus-kan Pasal 236 
huruf c UU 12/2008 tentang Pemda dan 
Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 tentang 
Kekuasaan Kehakman terkat dengan 
kewenangannya untuk mengadl sengketa 
Plkada namun selama belum ada peraturan 
yang menndaklanjut putusan MK maka 
kewenangan tersebut mash dtangan oleh 
MK.
Putusan MK tersebut mendapat 
tanggapan dar berbaga phak, ada beberapa 
pendapat plhan akan dserahkan ke pada 
3 Ambarane Nada Kemala Movanta, 27 Desember 
2014, Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada 
Akil Mochtar yang Menggurita, http://nasonal.
kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.
Penanganan.Sengketa.Plkada.Akl.Mochtar.yang 
Menggurta, d-akses tanggal 13 Jul 2015
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lembaga mana kewenangan tersebut, ada 
yang berpendapat tetap djalankan oleh 
MK, pendapat lanya dkembalkan ke MA, 
dserahkan ke Bawaslu, dselesakan melalu 
Pengadlan Tata Usaha Negara (PTUN) atau 
dbentuknya lembaga baru.
Tndaklanjut terhadap hal d atas, 
DPR menjawabnya dengan mengesahkan 
UU 8/2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014 
Menjad Undang-Undang yang mana dalam 
Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) menentukan 
bahwa Perkara perselshan hasl Pemlhan 
dperksa dan dadl oleh badan peradilan 
khusus; badan peradlan tersebut dbentuk 
sebelum pelaksanaan Pemlhan serentak 
nasonal; dan selama belum ada badan 
peradlan khusus maka MK yang menjalankan 
kewenangan tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraan latar belakang 
d atas, pertanyaan peneltan yang hendak 
dkaj dalam tulsan n adalah :
1. Apa kekurangandan kelebhan 
dbentuknya badan peradlan khusus 
yang menangan penyelesaan sengketa 
plkada?
2. Apa urgens penyelesaan sengketa 
plkada oleh Mahkamah Konsttus?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dar peneltan n 
adalah:
1. Untuk mengetahu dan menggambarkan 
apa saja kekurangan dan kelebhan dar 
dbentuknya badan peradlan khusus.
2. Untuk mengetahu dan memaham apa 




Jens peneltan n adalah peneltan 
hukum normatf. Sebagamana dketahu 
peneltan hukum normatf mencakup 
peneltan terhadap asas-asas hukum, 
sstematka hukum, taraf snkronsas 
hukum, dan peneltan sejarah hukum.4 
Peneltan n mencakup ke dalam yang 
berusaha menemukan asas-asas hukum, 
sstematka hukum, taraf snkronsas hukum 
dan sekalgus sejarah hukum.
2.1. Jenis Pendekatan
Adapun jens-jens pendekatan 
yangdgunakan dalam peneltan n adalah: 
1. Pendekatan perundang-undangan 
(The Statute Approach). Sebagamana 
dketahu bahwa dalam peneltan 
hukum normatf pendekatan pertama 
dan utama yang dgunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan. Hal 
n dkarenakan persoalan yang akan 
dtelt adalah aturan hukum sebaga 
fokus dan juga tema sentral, dalam hal 
n UUD 1945, UU 8/2015 dan peraturan 
perundang-undangan lannya yang 
berkatan dengan pokok permasalahan.
2. Pendekatan Analss Konsep Hukum 
(Analitical & Conceptual Approach).
Pendekatan n tdak kalah pentngnya 
dengan pendekatan lan bahkan sangat 
kuat untuk penuls gunakan karena 
menyangkut konsep-konsep hukum dan 
pandangan para ahl hukumyang relevan 
dan akan mendukung penuls dalam 
menganalss permasalahan n.
4 Mukt Fajar ND dan Yulanto Achmad, 2007, Dualisme 
Penelitian Hukum, Pensl Komunka, Yogyakarta, 
hlm.109.
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3. Pendekatan Kasus (The CaseApproach). 
Secara umum pendekatan kasus yang 
dgunakan d sn adalah kasus yang 
dajukan ke MK yang melalu pendekatan 
n juga penuls mengkaj pertmbangan-
pertmbangan hakm dalam memutus 
perkara sehngga dapat djadkan 
referens bag ketajaman analss yang 
penuls lakukan.
2.3. Sumber Bahan Hukum
Jens peneltan hukum normatf 
mengenal beberapa sumber bahan hukum 
antara lan: Bahan Hukum Prmer, yang 
dgunakan d sn berupa peraturan 
perundang-undangan dan putusan-putusan 
hakm yang berkenaan dengan permasalahan 
yang penuls bahas; Bahan Hukum Sekunder, 
yakn buku-buku hukum, jurnal-jurnal 
hukum, doktrn atau pendapat ahl hukum 
yang termuat dalam meda masa bak meda 
cetak maupun meda eletronk (nternet) dan 
yang relevan dengan pokok permasalahan; 
sedangkan bahan hukum terser adalah kamus 
hukum dan ensklopeda yang relevan dengan 
pokok permasalahan yang penuls kaj.
2.4. Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Teknk pengumpulan bahan hukum 
pada peneltan n penuls sesuakan dengan 
pendekatan-pendekatan yang dgunakan. 
Bahan hukum n dkumpulkan melalu 
sstem kartu (card system) kemudan dsusun 
berdasarkan topk permasalahan yang telah 
dirumuskan dan diklasifikasikan menurut 
hrark dan sumbernya untuk dkaj secara 
komprehensf.
Sebagamana dungkapkan oleh 
Soerjono Soekanto bahwa hal-hal yang 
danggap pentng perlu dcatat dan catatan-
catatan tersebut dbuat pada kartu dengan 
ukuran tertentu dan dengan cara tertentu 
pula, halamannya akan memudahkan penuls 
untuk menelusur kembal data yang telah 
dperolehnya.5
Sstem kartu yang dgunakan adalah 
kartu kutpan, yang dpergunakan untuk 
mencatat atau mengutp data yang dperoleh 
beserta sumber darmana data tu dperoleh 
(nama pengarang/penuls, tahun terbt, 
judul buku, penerbt, nama tempat buku 
dterbtkan, halaman, dan lan sebaganya).
2.5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Ada beberapa teknk analss bahan 
hukum yang penuls gunakan dalam kajan n. 
Teknk analss bahan hukum yang pertama 
dan tdak dapat dhndarkan oleh penuls 
adalah teknk analss deskrptf. Teknk 
analss deskrptf adalah penggambaran/
uraan apa adanya terhadap suatu konds 
atau poss dar proposs-proposs hukum 
atau non hukum.6 Berdasarkan definisi di 
atas teknk analss n memudahkan penelt 
dalam melakukan analss dan mengurakan 
permalasahan sesua dengan konds yang 
ada kemudan dsusun secara runtut dan 
sstemats.
Selan tu juga penuls menggunakan 
teknk evaluas, d mana teknk n dlakukan 
dengan memberkan penlaan berupa 
tepat atau tdak tepatnya suatu pandangan, 
proposs, pernyataan rumusan norma, dan 
keputusan yang tertera dalam bahan hukum. 
Dan yang terakhr adalah teknk argumentas, 
5  Soerjono Soekanto dan Sr Mamudj, 2007, Penelitian 
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.51.
6 Program Stud Magster (S2) Ilmu Hukum, 2013, 
Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan 
Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu 
Hukum, Unverstas Udayana, Denpasar, hlm.34.
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teknk argumentas n tdak terlepas dar 
teknk evaluas, karena penlaan harus 
ddasarkan pada alasan-alasan yang bersfat 
penalaran hukum.
III. HASIL PEMBAHASAN
3.1. Kekurangan dan Kelebihan
 Dibentuknya Badan Peradilan 
Khusus
Dterbtkannya UU 8/2015 berujung 
pada polemk mengena sapa yang 
berwenang untuk mengadl sengketa 
plkada. Kewenangan tersebut dsematkan 
kepada sebuah badan peradlan khususyang 
akan menyelesakan perselshan hasl 
plkada dalam pelaksanaan pemlhan 
serentak nasonal nant, hal n sesua dengan 
Pasal 157 ayat (1) UU 8/2015.
Apabla badan peradlan tersebut 
belum dbentuk maka sesua ketentuan Pasal 
157 ayat (3) penyelesaan sengketa tersebut 
dlaksanakan oleh MK. Akan tetap, desan 
kelembagaan badan peradlan khusus n 
belum tersusun bak nama, kedudukan, 
prosedur beracara bahkan hakm yang akan 
duduk pada badan peradlan khusus tersebut 
belum ada. Hal tersebut tdak mengherankan 
sebab berdasarkan Pasal 201 ayat (7) UU 
8/2015 pemungutan suara serentak nasonal 
n akan dselenggarakan pada tahun 2027.
Penyelesaan sengketa plkada yang 
mash dlakukan oleh MK n sebenarnya 
tdak berbeda jauh dengan amar Putusan MK 
No. 97/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan 
penyelesaan sengketa plkada dlaksanakan 
oleh MK sepanjang belum ada lembaga yang 
akan menangan sengketa tersebut.
Penyelesaan sengketa plkada oleh 
badan peradlan khususn dalam beberapa 
perspektf memlk kekurangan dan 
kelebhan. Analss terhadap kekurangan 
dan kelebhan akan penuls urakan sebaga 
berkut:
3.1.1. Kekurangan  kekurangan Dibentuk-
nya Badan Peradilan Khusus
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 
menentukan bahwa “Kekuasaan kehakman 
dlakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradlan yang berada d 
bawahnya dalam lngkungan peradlan 
umum, peradlan agama, peradlan mlter, 
peradlan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi.”
Pengejawantahan atas ketentuan 
d atas, dalam Pasal 27 ayat (1) UU 
48/2009menentukan bahwa “Pengadlan 
khusus hanya dapat dbentuk dalam salah 
satu lngkungan peradlan yang berada d 
bawah Mahkamah Agung…”. Berdasarkan 
tu, pembentukan lembaga baru d luar MA 
dapat dkatakan nkonsttusonal.
Adanya pengembangan badan 
peradlan khusus yang nkonsttusonal 
akan merusak sstem peradlan tu sendr 
sebab pembentukan badan peradlan khusus 
hanya akan menmbulkan kesmpangsuran 
dan nkonsstens atas penyatuatapan atau 
dengan kata lan melanggar sstemas 
lembaga peradlan yang telah menentukan 
MA sebaga top judicialdan skala lebh luas 
tentu akan mengacaukan sstem hukum tata 
negara Indonesa.
Perspektf lan mengena adanya 
pembentukan badan peradlan khusus n akan 
semakn menambah jumlah lembaga negara 
yang ada, hal n tentu akan berdampak pada 
semakn besarnya jumlah anggaran yang 
harus dkeluarkannegara untuk membaya 
seluruh keperluan lembaga tersebut. 
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Dtambah lag kerugan lannya adalah dar 
sisi efektifitas kerja lembaga ini hanya akan 
benar-benar berfungs melaksanakan tugas 
dan kewenangannya hanya pada saat ada 
penyelenggaraan plkada saja.
3.1.2. Kelebihan – kelebihan dibentuknya 
Badan Peradilan Khusus
Gagasan pembentukan badan peradlan 
khusus dalam perspektf yang berbeda 
sebenarnya memlk beberapa keuntungan 
atau kelebhan bahkan jka eksstensnya 
secara konsttusonal dperjelas akan 
memberkan pencerahan dalam tata hukum 
Indonesa.
Keuntungan–keuntungan dbentuknya 
badan peradlan khusus tersebut antara lan 
alah merngangkan beban kerja lembaga 
peradlan yang selama n menangan 
persoalan sengketa plkada, dalam hal n 
MK. Sebab sebagamana dketahu, d antara 
kelma kewenangan MK, kewenangan utama 
dan yang palng banyak dtangan oleh MK 
adalah menguj undang-undang terhadap 
UUD, atau basa dsebut dengan menguj 
konsttusonal undang-undang (judicial 
review).7 
Adanya de pembentukan badan 
peradlan khusus entah akan berkedudukan d 
tngkat bukota provns atau berkedudukan 
d bukota negara sekalpun dapat menjad 
solusi yang tepat, lebih efektif dan efisien 
juga memberkan manfaat terhadap adanya 
proses penyelenggaraan peradlan yang lebh 
cepat, mudah dan sederhana.
3.2. Urgensi Penyelesaian Sengketa 
Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi
Penyelenggaraan pemerntahan daerah 
d Indonesa dlaksanakan menurut prnsp 
demokras sebagamana telah dtetapkan 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dalam 
pasal tersebut datur bahwa kepala daerah 
dplh secara demokrats.
Plkada secara langsung tdak 
termaktub dalam ketentuan Pasal 22E ayat 
(2) UUD 1945,8 jad sesungguhnya konsttus 
tdak memasukkan plkada ke dalam bagan 
pemlu.9
MK melalu putusannyaNomor 072-
073/PUU-II/2004 secara tdak langsung 
telah member ruang kepada para pembentuk 
undang-undang untuk memperluas makna 
pemlhan umum sebagamana datur 
dalam Pasal 22 E UUD 1945. Berdasarkan 
putusan tersebut, para pembentuk undang-
undang membentuk UU 22/2007 tentang 
penyelengaraan pemludengan memasukkan 
pemlhan kepala daerah ke dalam rezm 
pemlhan umum.
Putusan MK Nomor 97/PUU-XII/2013 
menyebutkan bahwa Pasal 236C UU 
12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 
48/2009 dnyatakan bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tdak memlk kekuataan 
hukum mengkat.Dalam putusan tersebut 
MK juga memberkan pertmbangan dengan 
menggunakan penafsran sstemats dan 
7 Janedjr M. Gaffar, 2013, Hukum Pemilu Dalam 
Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Konsttus Press, 
Jakarta, hlm.1.
8 Wdayat, Tinjuan Konstitusional Terhadap Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, Jurnal Hukum, Volume 5 
No.  2, Jul 2010, Fakultas Hukum, Unverstas Islam 
Sultan Agung, Semarang, hlm.7.
9 Joko Wdarto, Konsttusonaltas Keweanngan 
Mahkamah Konsttus dalam Menyelesakan Sengketa 
Pemlhan Umum Kepala Daerah, Lex Jurnalica, 
Volume 11 No. 2, Agustus 2014, Fakultas Hukum 
Unverstas Esa Unggul, Jakarta, hlm.2.
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original intent bahwayang dmaksud dengan 
pemlhan umum menurut UUD 1945 adalah 
pemlhan yang dlaksanakan sekal dalam 5 
(lma) tahun untuk memlh anggota DPR, 
DPD, Presden/Wakl Presden serta DPRD.
Dengan demkan, berdasarkan putusan 
tersebut plkada tdak termasuk dalam rezm 
Pemlu dan masuk dalam rezm Pemerntahan 
Daerah. Konsekuensnya adalah MK tdak 
lag memlk kewenangan untuk mengadl 
perselshan hasl plkada. Akan tetap, MK 
mash berwenang mengadl perselshan 
hasl plkada selama belum ada undang-
undang yang mengatur hal tersebut.
Sstem plkada secara langsung 
memlk korelas yang erat dengan 
pelaksanaan paham kedaulatan rakyat.10 
Plkada secara langsung memberkan 
kesempatan kepada rakyat untuk aktf 
berpartspas memlh pemmpn yang 
mereka harapkan. Mahfud MD memberkan 
dua alasan mengapa pemlhan langsung 
danggap perlu. Pertama, pemlhan 
langsung membuka peluang tamplnya calon 
pemmpn yang sesua dengan kehendak 
mayortas rakyat. Kedua, untuk menjaga 
stabltas pemerntahan agar sult djatuhkan 
dtengah jalan oleh parlemen.11
MK adalah lembaga yang palng tepat 
untuk melaksanakan sengketa plkada sebab 
MK pernah mengadl 600-an sengketa 
plkada dalam rentang waktu tahun 2008 
– 2012 dan tu relatf berjalan lancar.
Walaupun penyelesaan sengketa 
plkada d MK hanya pada masa transs 
saja namun MK adalah lembaga yang palng 
deal untuk menyelesakan sengketa plkada. 
Bahkan penyelesaan sengketa plkada d 
MK adalah urgen sebab MK merupakan 
lembaga yang dbentuk untuk memberkan 
perlndungan konsttusonal terhadap warga 
negara apabla ada yang merasa drugkan hak 
konsttusonalnya sebab pemlhan kepala 
daerah adalah merupakan bagan dar hak 
konsttusonal dar setap orang sebagamana 
datur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat 
(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 
28E ayat (1) UUD 1945 sehngga MK yang 
berfungs menegakkan konstus Indonesa 
dan juga sekalgus memberkan perlndungan 
hak konsttusonal kepada warga negaranya 
yang lebh tepat menyelesakannya, karena 
tdak menutup kemungknan jka persoalan 
n dselesakan pada ranah peradlan 
lan bsa saja perkaranya dbawa ke MK 
karena alasan-alasan drugkannya hak 
konsttusonal, hal n tentu akan menambah 
semakn kompleksnyaproses penyelengaraan 
peradlan dan/atau tata hukm Indonesa. 
Sehngga tepat jka persoalan n dputus 
d MK karena MK merupakan badan 
pengawal  konsttus yang juga merupakan 
lembaga peradlan yang tugas dan fungsnya 
adalah untuk menjamn dan memberkan 




1. Pembentukan badan peradlan khusus 
sebagamana damanatkan UU 8/2015 
10 Nopyandr, Pemilihan Kepala Daerah yang 
Demokratis dalam Perspektif UUD 1945, Jurnal Ilmu 
Hukum, Volume 2 No. 2, Jamb, hlm.4.
11 Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara 
Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3S 
Indonesa, Jakarta, hlm.133-135.
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memlk kekurangan dan kelebhan. 
Kekurangan dbentuknya peradlan 
khusus tersebut antara lan: eksstens 
badan peradlan khusus tersebut dapat 
dkatakan nkonsttusonal sebab badan 
peradlan khusus tersebut tdak masuk 
dalam atap badan peradlan sebagamana 
dtentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 
1945 terkhusus MA, sebab dalam Pasal 
27 ayat (1) UU 48/2009 menentukan 
bahwa pembentukan badan peradlan 
khusus hanya dapat dbentuk dalam satu 
lngkungan peradlan yang berada d 
bawah MA. Kekurangan lannya adalah 
akan menambah banyaknya jumlah 
lembaga negara yang bermplkas pada 
besarnya jumlah anggaran yang harus 
dkeluarkan untuk tu, padahal lembaga 
tersebut hanya bekerja efektf sekal 
dalam lma tahun.
D sampng tu, adapula keuntungan 
atau kelebhan dar pembentukan badan 
peradlan khusus adalah merngankan 
beban MK, terlebh lag dalam menangan 
plkada serentak nant. Selan tu, adanya 
badan peradlan yang khusus menangan 
sengketa plkada yang terfokus akan lebh 
efektif dan efisien.
2. Penyelesaan sengketa plkada  olehMK 
adalah urgen sebab MK berfungs untuk 
memberkan jamnan dan perlndungan 
terhadap hak konsttusonal warga 
negara. Selan tu hakm MK sudah 
profesonal dan berpengalaman dalam hal 
penyelesaan sengketa plkada selama n 
relatif tidak menimbulkan konflik yang 
berart.
4.2. Saran
Melhat konds proses 
penyelenggaraan plkada yang selalu berakhr 
pada permasalahan panjang yang tak kunjung 
usa akbat terjadnya dsharmonsas antara 
peraturan perundang-undangan dan karena 
adanya pelanggaran-pelanggaran yang 
terjad d berbaga daerah maka solus yang 
palng tepat adalah melakukan kajan ulang 
terhadap norma-norma yang ada d dalam 
konsttus dan peraturan pelaksanaannya 
selan tu melakukan penataan terhadap 
sstem plkada sehngga memnmalsr 
berbaga pelanggaran yang marak terjad 
dan juga memberkan perlndungan terhadap 
hak-hak konsttusonal warga negara.
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